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Menimbang : a.

Mengingat : 1.

'2.

b.

BUPATI HALMAHERA BARAT,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 angka 16

Pertauran Daerah Kabupaten Hakmahera Barat Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Hs'lmahera Barat Nomor 6 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan
ketentuan Pasal 47 Perafiiran Bupati Halmahera Barat Nomor 20
Tahun 2A2t tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Halmahera Barat Nomor 10 ?ahun 2OL6 tentang Struktur
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halrnahera Barat, maka
perlu d!'abarkan Kedudukan, Susunan Orgalisasi, T\rgas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaar
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2AZI
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :

SAO/5791/OTDA perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Helmahera Se[atan,
Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Fulau Morotai, dan Kota
Ternate Provinsi Maluku Utara, maka perlu dilakukan penyetaraan
jabatan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman2 dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pertanian dan Keta-hanan Pangan Kabupaten
Hafunahera Barat.
Pasal 18 ayat (6), Pasal33 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Tahun L957 tentang Pembentukan
Daeratr-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah
Swatantra Tingkat I Maluku Utara menjadi Undang-undang;
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 .tentang Pembentukan
Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggaran Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2000;
Undang-Unda:rg Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Hahnahera Utara,
Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula, Kabupaten
Hahnahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku
Utara;

C.

nJ.

4.

x



undang-Nomor 4L Tahun 2ao9 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5068);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun }ALt Nomor 82, Tambahan I-embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a1;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2AL2 tentang Palgan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 227,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah fi,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
55S7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 ?ahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2ALS Nomor 58, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56791;
Peraturan Pemeriatah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan
dan Alih Fungsi Lahan Pertarrian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOLL Nomor 2,
Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 38 Tahun
2OL2 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera
Barat Tahun 2AL2-2O32

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
4o/PerrnentanlOT.Orc / OBI 2}rc tentang Pemetaan Urusan
Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
43/Permentan/OT.Ofil8l2Ul6 Tahun 2016 tentang Pedoman
Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas
Urusan Pertanian Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota,

13. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan
Revormasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2O2l tentang Penyetaraan
Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;

14. Surat Menteri Dalarn Negeri Nomor 8OO/8791/ OTDA tentang
Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerinta.h
Daerah Kabupaten Habnahera Selatan, Kabupaten Halmahera
Barat, Kabupaten Pulau Morotai dan Kota Ternate Provinsi
Maluku Utara;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2O2L tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Barat;

16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2OZl tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor
10 Tahun 2AL6 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

MBMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KBDUDUKAN SUSUNAN
ORGANiSASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KtrRJA DINAS
PERTANIAN DAN KtrTAHANAN PANGAN

5.

6.

7.

8.

9.



BAB I
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hahnahera Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
3. Bupati adalah Bupati Hahnahera Barat;
+. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Helmahera Barat;
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten

Halmahera Barat;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kabupaten Halmahera Barat;
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan Kabupaten Halmahera Barat;
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kabupaten Halmahera Barat;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat
UPTD;

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai ASN yang
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan keahlian
da, kebutuhan' 

BAB rr
XTDUDUI(AN DAIT SUSIIITAIT ORGAI$ISASI

Baglan Kesatu

Pasal 2

(1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintalran wajib di hidang
Pangan dan urusan pemerintahan pilihan di bidang Pertanian;

(2) Dinas Pertanian dan Ketahanarl Pangan Kabupaten Halmahera Barat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan dibawah dan bertanggungiawab kepada Bupati mel,alui
Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

{1} Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri dari;
a. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
b. Sekretariat terdiri dari : Sutr Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan terdiri dari:
d. Bidang Tanaman Pangan dan Holtjkultura terdiri dari:
e. Bidang Perkebunan terdiri dari:
f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari:
g. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri dari;
h. Bidang Komsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari:
i. UPTD
j. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.



BAS III
TUGAS POrrOK, FUITG{U DAtr URAIJAII TT GAS

Baglan Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Kepafa Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusarl
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di
bidang pangan dan pertanian.

{2) Dalam melaksanalcan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1},

Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang

Pertanian dan Ketahanan Pangan;
b. Petaksanaan kebijakan daerah dibidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;

c. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pengendalian pel,aksanaan tugas dinas;
d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat l2l,
Kepala Dinas mempunyai tugas :

a. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkup Dinas Pertanian
dan Ketahanan Pangan;

b. Merumuskan kebijakan teknis dan menjabarkan Rencana Pembangunan
Jalgka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana
Strategi Kabupaten Halmahera Barat dalam lingkup tugasnya dalam bentuk
rencana kerja ;

c. Mengkoordinasikan seluruh program dengan instansi terkait sesuai
peraturan yang ber}aku guna kelancaran tugas;

d. Mendelegasikan sebagian kewenangan kepada pejabat dibawarrya secara
berjenjang guna kelancaran pelaksanaan tugas;

e. Membina bawahan dengan memberi petunjuk serta aratran agar
pelaksanaan tugas sesuai rencana;

f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pejabat dibawahnya secara berjenjang
sebagai bahan pembinaan karier;

g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis
sebagai bahan pertanggungf awaban;

h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati baik lisan maupull
tertulis sebagai bahan pengambilan kebUakan;

i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati baik lisan maupurr
tulisan guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Baglan Kedua
Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi
kepada seluruh unit ke{a di lingkungal dinas.

(2) Dafam melaksaaakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (U'
Sekretariat mempunyai fungsi :

a" Perencanaan operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas
Pertanian Ketahanan Pangan;

b. Penyelenggaraan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pertanian
dan Ketahanal Pangan;

c. Pengendalian, Pembinaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

d. Pengkoordinasian kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta
Bidang-Bidang lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

e . Peleksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.



(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {2],,
Sekretariat mempunyai uraian tugas :

a. Memimpin dan mengendalikan kegiatan bidang kesekretariatan berupa
administrasi dan ketatausahaan, dan umum Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan;

b. Merumuskan program urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian,
keuangan, serta hubungan masyarakat sebagai pedoman pel,aksanaan
kegiatan;

c. Mengkoordinasikan tugas dengan kepala bidang dilingkup Dinas Pertanian
dan Ketahanan Pangan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Membina penyusunan teknis operasional kerja dilingkup sekretariat
berdasarkan program yang diterapkan;

e. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai seluruh kegiatan
Dinas guna tersosialisasinya program yang telah ditetapkan;

f. Membagi tugas kepada kepala sub bagian berdasarkan tugas dan fungsi
guna kelancaran pelaksanaan tugas;

g. Memhri petunjuk kepada kepala kepala sub bagian berdasarkan pedoman
kerja agar terhindar dari kesalahan

h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kepala sub bagian di lingkup sekretariat
sebagai bahan pembinaan karier;

i. Me}aporkan pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas baik lisan maupu
tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;

j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas baik lisan
maupun tertulis sebagai bahan pengambilan kebidakan;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas baik lisan
maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.

(4) Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Baglan Umum dan KePegawaian
Pasal 6

i1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas Melakukan urusan
kepegawaian, tata usaha, rumal: tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol
serta ketatalaksanaan di lingkungan dinas.

8l Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian;

b. Mengelola urusan rumah tangga, keamanan da:rkebersihan;
c. Mengelola dan memberikan pe}ayanan administrasi ketatausahaan

dan kearsipan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
d. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian

dinas.
e. Pelaksanaan urusan kehumasan dan protokoler di tingkungan Dinas

Pertanian dan Ketahanan Pangan

t3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. menJrusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum Kepegawaian dan

Keuangan berdasarkan program sebagai pedoman kerja;
c. melakukan koordinasi dengan sekretariat dan Kepala Sub Bagian di

lingkup Dinas Kominfo,statistik dan persandian guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. Mencatat, mengadakan, mendistribusikan, menyimpan, merawat barang
dan alat kantor serta menyarnpaikan usul penghapusan baralg;

e. Mengurus penyediaan flasilitas rapat dinas dan upacara kantor serta
penyusunan risalah rapat;

f. Mengarsipkan surat masuk keluar dan dokumen dinas lain guna tertib
administrasi;

x



Melaksanakan urusan rrmah ta-ngga dinas yang menyangkut ketertiban,
keindahan, keemanan, penerimaarl tamu, temasuk mengatur penggunaan
alat komunikasi, air, listrik;
Membagi tugas kepada bawahan dilingkup Sub Bagian Bagian Umum dan
Kepegawaian agar terhindar dari kesalahan;
Mengelolah administrasi kearsipan kepegawaian yang meliputi Daftar Urut
Kepangkatan { DUK) dan Bezeting serta menyiapkan buku jaga kenaikan
pangkat dan buku jaga kenaikan gaji berkal,a secara periodik bagi PNS

Dinas;
Menghimpun dan mengelolah bahan pustaka dibidang kepegawaial untuk
membantu meningkatkan vlawasan dan pengetahuan dan staf;

k. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol pelaksanaan tugas staf dilingkup
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian agar diperoleh hasil kerja yafrg
maksimal;

1. Menilai dan mengevaluasi kerja bawahal dilingkup Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian guna pembinaan dan pengembangan karier;

m.. Menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan,
kebijakan teknis, serta bahan lainnya yang berhubungan deagan tugas di
Lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai landasan keda;

11. Mengidentifikasi permasal.rahan yang berhubungan dengan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sebagai bahan pemecahan masalah;

o. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris baik fisan maupull
tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;

p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan;

q. Melaksalakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik lisal maupun
tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas

Bidang Prasaranarsarana dan Penyuluhan
Pasal 7

Bidang Prasarana dan Sarana Pen5ruluhan berkedudukan sebagai
unsur pembantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {1},
Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunya fungsi:
a. Perumusan rencana kerja di bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
b. Perumusan kebijakan teknis bidang Prasarana, Sarana dan Peayuluhan
c. Pembegian tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasikan pada Bidang

Frasarana, Sarana dan Penyuluhan;
d. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembagren tugas pada bidang

Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
e. Pelaksanaan, penga\Masan, pengendalian, evaluasi dan pel,aporan

pelaksanaan tugas di bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.
Dalam melaksanalan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat t?l,
Bidang Prasarana, sarana dan Penyuluhan mempunyai uraian tugas :

a. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dibidang
sarana Prasarana dan Pen5ruluhan;

b. Merumuskan program di lingkup Bidang Sarana Prasarana dan
Penyuluhan berdasarkan kebijak.t ytttg telah ditetapkan sebagai pedoman
kerja;

c. Me}akukan koordinasi internal di lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan

e. MenyiApkan bahan penyediaan'lahan, jalan usaha tani, dq4 jaringan irigasi
tersier;

f. menJrusun peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi,
optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;

h.

i.

til

t2)

i3l



{11

(2)

g. Menyiapkan bahan pengernba11gan tata ruang dan tata gqna
lahan pertanian;

h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang sarana
pra$arana pertanian dan penyuluhan;

i. lvtelaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerirrtah dan non pernerintah, dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi;

j" Menyediakan bahan bimbingan pemberdayaarr kelembagaan
pemakai a-lat dan mesin Pertanian;

k. Mela"ksanakan penyediaan dan pengawasarl
alat dan mesin pertanian;

pupuk, pestisida,

l. Melaksanakan dan memfasilitasi pelatihan profesional dibidang
tanaman papga11, hortikultura bagi aparatur dan non aparatur;

rn. Men5rusun paket pen5fuluhan, media pen5rul.uhan, metode dag
teknik penlruluhan dibidang tanaman pangan dan holtikultura;

rr. Melakukan Pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian
melalui sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis;

o. Membagi tugas kepada staf di lingkup Sarana Frasarana dan
Penyuluhan guna kelancaran pelaksanaan tygas;

p. Memberikan petunjuk kepada staf di lingkup Sarana Prasarana
berdasarkan tugas dan fungsi a"gar terhindar dari kesalatran;

q. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf di lingkup
Bidan Ilrasarana dan Sarana sebagai bahan pembinaan dan
pengembangarr karier.

r. Melaporkan pelaksanaarr tugas kepada Kepala Dinas baik lisan
maupun tertulis sebagai bahan pertanggungi awaban-

s. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik
lisan rnaupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan.

t. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas baik
lisan maupun tulisan guna memperlancar pelaksanaan tugas.

Bidang Tanaman Pangaa dan Holtilrultura
Pasal I

Bidang Tanarnan Pangan dan Hortikultura dipirnpin oleh seorallg
Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
penJrusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan
teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman panganr
dan krortikultura.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimala dimaksud pada ayat (1),

Bidang Tananaman Pangan dan Holtikultura mempunya fungsi:
a. Pemmusan rencana kerja di bidang Tananaman Pangan dan Holtikultura;
b. Perumusan kebijakan teknis bidang Tananarnan Pangan dan Holtikultura
c. Pembegian tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasikan pada Bidang

Tananaman Pangan dan Holtikultura;
d. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembagian tugas pada bidang

Tananaman Pangan dan Holtikultura;
e. Pel,aksanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaal tugas di bidang Tananaman Pangan dan Holtikultura.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai uraian tugas:
a. Memimpin dan mengendalikan pelksanaan tugas di Bidang

Tanaman Pangan dan Holtikultura;
b. Merumuskan prograffr dilingkup bidang Tanaman Pangan dan

Holtikultura. berdasarkan kebijakan yang telatr ditetapkan
sebagai pedornan kerja;

c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dengan Sekretaris
dan Kepala Bidang dilingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan
Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura;

i3l



Men5rusun kebijakan perbenihan, produksi, perli.ndungall,
pengolahan dan pernasaran trasil dibidang tanaman pangan dan
kroltikultura;
Men5rusun rencana kebututran dan penyediaan benih dibidang
tanaman pangan dan holtikultura;
Melakukan pengawasan mutu dan peredaran benih dibidang
tanaman pangan dan holtikultura;
Melaksanatcan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerintah atau non pemerirrta, dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi
Membagi tugas kepada staf di lingkup Bidang Tanaman Pangan
dan Holtikultura guna kelancaran pelaksanaan tugas;
Memberi petunjuk kepada sta.f dilingkup bidang Tanarnap
Pangan dan Holtikultura berdasarkarr tugas dan fungsi agar
terhindar da"ri kesalahan;
Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf di lingkup
Bid.ang Tanaman Pangan dan Holtikultura sebagai bahan
pembinaan dan pengernbangan karier;
Merlaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas baik lisan
rnaupurr tertulis sebagai bahan pertanggungiawaban

rn. Memberikan sara.n dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik
lisan maupun tertulis sebaga.i batran pengambilan keputusan;

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan
maupun tulisan guna memperlancar pelaksanaan tugas-

Bidang Perkebunan
Pasal 9

(1] Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yalag
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pen5rusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan
pemantauan serta evaluasi di bidang perkebunan-

izi Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Perkebunan mempunya fungsi:
a-. Perumusan rencana kerja di bidang Perkebunan;
b. Perumusan kebijalan teknis bidang Perkebunan
c. Pembegian tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasikan pada Bidang

Perkebunan;
d. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembagian tugas pada bidang

Perkebunan;

e.

f.

ob.

h.

1.

j.

k.

1.

{31

e. Pelaksanaan, pengawasa-n, pengendalian, evaluasi dan
pelaksanaan tugas di bidang Perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimala dimaksud pada

peiaporan

ayat {2),
Bidang Perkebunan mempunya uraian tugas :

a,. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas di Bidang
Perkebunan;

b. Merumuskan progr€Lrn dilingkup Bidang Perkebunan berdasrkan
kebijaknan yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;

c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dengan Sekreta.ris
dan Kepala Bidang di lingkup Dinas Pertanian guna, kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan
Bidang Perkebunan;

e. Menyusun kebijakan perbenitran, produksi,
perlindungarr,pengolaan dan pemasaran hasil perkebunan ;

f. Menlrusun rencana kebututran dan penyediaan benitr di Bidang
Perkebunan;

g. Melakukan pengawasan mutu dan peredaran benitr di Bidang
Perkebunanl

d



i.

k.

1.

rn.

n.

o.

h. Melaksankan koord.inasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerintah atau non pemerintah, dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi;
Melaksanakan penanggulangan gangguan usaha, dan
pencegahan kebakaran di Bidang Perkebunan;
Memberikan bimbingan pasca panen pengolahan dan pemasaran
ha.sil di bidang perkebunan;
Memberikan izirr usaha / rekomendasi teknis di bidang
perkebunan;
Membagi tugas kepada staf di lingkup Bidang Perkebunan guna
kelancaran pelaksanaan tugas;
Memberikan petunjuk kepada staf di lingkup Bidang perkebunan
berdasarkan tugas dan fungsi agar terhindar dari kesalahan;
Menilai dan rnengevaluasi pelaksanaan tugas staf di lingkup
Bidang Perkebunan sebagai bahan pernbinaan dan
pengembangan karier;
Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas baik lisan
rnaupun tertulis sebagai batran pertanggun gi awaban ;

Memberika.n saran dan pertanggungiawa"ban kepada Kepala
Dinas baik lisan maupurr tertulis sebaga.i bahan pengambilan
keputusan;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan
maupun tertukis guna memperlancar pelaksanaan tugas.

Bidang Peternakan dan Kesehatan llewan
Pasal 1O

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipirnpin oletr seorang
Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
penJrusunan, pelaksanaan kebij akan, dan pemberian bimbingan
teknis, penga\Masan, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi di
bidang peternakan dan kesehatan hewan.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat t1),
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
a.. perumusan rencana kerja di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
b. Perumusan kebijakan teknis bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
c. Pembegian tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasikan pada Bidang

Peternakan dan Kesehatan Hewan;
d. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembagian tugas pada bidang

Peternakan dal Kesehatan Hewan;
e. Pelaksanaan, pertga\{/asan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {2]1,

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai uraian tugas :

a,. Memimpin dan mengendatikan pelaksanaan tugas di Bida.ng
Peternakan dan Kesekratan Hewan;

b. Merumuskan program di lingkup Bidang Peternakan dan
Kesetratan Hewan berdasarkan kebijakan yang diterapkan
sebagai pedoman kerja;

c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dengan Sekretaris
dan Kepala Dinas di lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

e. Melaksanakan kebijakan di bidang pembibitan dan produksi,
penyebaran d.an pengembangan usatra peternakan dan kesetra"tan
hewan;

f. Men5rusun rencana kebutuhan dan penyediaan pembibitan di
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

p-

q.

t1)

t2)

i3)
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g. Melaksanakan penga$rasan, pemantauan dan evaluasi di bidang
pembibitan dan produksi, penyebaran, pengembapgan usaha
peternakan;

h. ivlelaksanakan pemataan lokasi sumber bibit ternak dan
iventarisasi plasma nutfa ternak dan rumpun/ galuhb ternak;

i. Melaksanakan pernberian rekomendasi serti{ikat layak bibit dan
benitr ternak;

j. Melaksanakan pemantauan/ pengawasan peredaran mutuh
pakan ternak dan pengggnaan feed suplemen dalam makanan
dan minumarr ternak;

k. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
l. Menyelenggarakan dan rnengawasi sanitasi lingkungan usaha

peternakan serta sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
krewan / ternak

rr". melaksanakan pengawasan laboratorium kesetratan hewan,
memantau peredaran dan penggunaan obat hewan.

rr. Memberikan bimbingan teknis pelayanan kesehatan hewan;
o. Membagr tugas kepada staf di bidang perkebunan gulla

kelancaran pelaksanaan tugas;
p. Memberi petury'uk kepda staf di lingkup Bidang peterna.kan dan

kesehatan trewan berdasarkan tugas dan fungsi agar terhindar
dari kesalahan;

q. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf di iingkup
bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai bahan
pembinaan dan pengembangan karier;

r. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas baik lisan
maupurr tulisan sebagai ba.han pertanggungj awaban.

s. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik
lisan maLrpun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan;

t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan
maupun tertulis glrna memperlancar pelaksanaan tugas.

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangau
Pasal 11

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dipirnpin oleh seorang
Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanalcan peragusunan dan
pelat<sanaan kebliat<ara penrUeriran bimbingan tekds serta permntauan dan evaluasi di
ffiang ketersediaan dan distrbusi panga&
Dalam mel.raksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi:
a. Perumusan rencana keq'a di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
b. Pemmusan kebijakan teknis bidang Ketersediaan dan Distribusi Palgan;
c. Pembegian tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasikan pada Bidang

Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
d. Pelaksanaan koordinasi, f,asilitasi dan pembagian tugas pada bidang

Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
e. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
Dalarn melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {2},
Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai uraian tugas :

a. Meminpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas di Bidang Ketersediaan
dan Distribusi Pangan;

b. Merumuskan program dilingkup Bidang Ketersediaan dal Distribusi
Pangan berdasarkan kebijakan yang tetah ditetapkan sebagai pedoman
kerja;

c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dengan Sekretaris dan
Kepala Bidang di lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan guna
kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian ketersediaan dan
cadangan pangan daerah;

(3)
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e. Melakukan penyiapan data dan informasi uatuk pel$rusunan Neraca
Bahan Makanan (NBM) dan perhitungan Pol,a Pangan Harapan (PPH)

ketersediaan pangan;
f. Melakukan penyiapan bahan pengembangan

ketersediaan pangan;
g. Melakukan penyiapan data dan informasi rantai

jaringan iaformasi

pasok dan jaringan
distribusi pangan;

h. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangall
untuk meningkatkan askes masyarakat terhadap pangan;

i. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan
kebijakan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;

j. Melakukal penyiapan bahan penyusunarl dan analisis sistem
kewaspadaan pang€Ln dan gizi;

k. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, eva-luasi dal pel;aporan
kegiatan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;

l. tvtembagi tugas kepada staf di lingkup Bidang Ketersedian dan Distribusi
Pangan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

m. Ivtemberikan petunjuk kepada staf di lingkup Bidang Ketersediaan dan
Distribusi Pangan berdasarkan tugas dan fungsi agar terhindar dari
kesalahan;

n. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf di lingkup Bidang
Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagai bahan pembinaan dan
pengembangan karier;

o. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas baik lisan maupun
tertutis sebagai bahan pertanggungjawaban;

p. Memberikan saran dan perlimbangan kepada kepala Dinas baik fisan
maupun tertulis sebagai bahan pengarnbilan keputusan;

q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun
tulisan guna memperlancar pelaksanaan tugas.

Bldang Komsumsl dan Keamanan Pangan
Pasal 12

Bidang Komsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang rnernpunyai tugas pok<tk Melaksanakan
penyusunan dan peLaksanaan keb{jakan, pemberian bimbingan konsumsi dan
keamanan pangan.
Dalam me[aksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1],

Bidang Komsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
a. Perumusan rencana kerja di bidang Komsumsi dan KeArnanan Pangan ;

b. Perumusan kebijakan teknis bidang Komsumsi dan Keamanan Pangan ;

c. pembegian tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasikan pada Bidang
Komsumsi dan Keamanan Pangan ;

d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembagian tugas pada bidang
Komsumsi dan Keamanan Pangan ;

e. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas di bidang Komsumsi dan Keamanan Pangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat t?l,
Bidang Komsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai uraian tugas :

a. lylgmimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas di Bidang Komsumsi dan
Keamanan Pangan;

b. Merumuskan program di lingkup Bidang Komsumsi dan Keamanan Pangan
berdasarkan kebijakan yzrng telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;

c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dengan Sekretaris dan
Kepala Bidang di lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan guna
kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Menyusun bahan rumusan kebijakan daerah di Bidang Komsumsi dan
Keamanan Pangan;

e. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Komsumsi dan
Keamanan Pangan ;

t3l



f. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk
ketahanan pangan keluarga;
Melakukan penyiapan perhitungan tingkat komsumsi energi dan protein
masyarakat perkapita pertahun;
Mel;akukan penyiapan bahan promosi komsumsi pangan yang Beragam,
Bergizi Seimbang dan Aman(B2SA) berbasis sumber daya lokal;
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan komsumsi pangan non
beras dan non terigu;
Melakukan penyiapan bahan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
Menyiapkan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
Membagi tugas kepada staf di lingkup Bidang Komsumsi dan Keamanan
Pangan guna keLancaran pelaksanaan tugas.
Memberi petunjuk kepada staf di lingkup Bidang Komsumsi dan Keamanan
Pangan berdasarkan tugas dan fungsi agar terhindar dari kesalahan;
Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf di lingkup Bidang
Komsumsi dan keamanan Pangan sebagai bahan pembinaan dan
pengembangan karier;
Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas baik lisan maupun
tulisan sebagai bahan pertanggungjawaban;
Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik lisan
maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusal;
Melaksanakan tugas l;ain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun
tu[san guna memperlancar pelaksanaan tugas.

BAB TY
JABATAT TUNSIOIITAL

Pasal 13

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {1}
huruf j, adalah jabatan fungsional ya-ng telah ditetapkan
berdasarka"n ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengangkatan Jabatan Fungsional pada Dina-s Pertanian dan
Ketahanan Pangan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis
kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB V
TATA I(ER.IA

Pasal 14

Kepala dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya
berdasarkan kebrjakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagtan, pejabat
fungsional, dan seluruh personil dalam lingkungan dinas
melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip
hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi,
akuntatrilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi.

Pasal 15

(1] Kepaia dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, pejabat
fungsional, dan seluruh personil dalam lingkungan dinas wajib
mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan
laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat
waktu kepada atasan masing-masing.

{2} Setiap laporan yang diterirna sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai Lrahan perumusan
pelaksanaan kebijakan teknis.

j.
k.
1.

C'b.

h.

1.

In.

rI.

o.

p-

q.

{11
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(3] Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dalarn
lingkungan dinas dalam melaksanakan tugasnya, melakukan
pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi, serta
melaksanakan rapat koordinasi secara berkala danf atau sesuai
keLrutuhan.

i4l Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala suLrbagian, dalam
iingkungan dinas dalam melaksanakan tugasnya, melakukan
pengawasan, pemantallan, pengendalian dan evaluasi, serta
melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai
kebutuhan.

t5] Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dalam
lingkungan dinas mengenrbangkan koordinasi dan kerjasama
dengan instansi pemerintah/swasta dalam rangka meningkatkan
kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

BAB V
KTTENTUAN PEITUTUP

Pasal 16

i1] Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, rnaka:
- Peraturan Bupati Halmatrera Barat Nomor 32 Tahun 2017

tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian KaLrupaten
Halmahera Barat dan

- Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 29 Tahun 2017
tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahan Pangan
Kabupaten Halmahera Barat.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, rnemerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Ditetapkan di
pada tanggal

Jailolo
25 J4nuart. 2022

BUPATI BARAT

JAIYIES UANG

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 2-g )artUr9(.i'ZAZZ

Ass. Bid. Eko & Pemb

Kabag. Hukum & Orgs



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

MUHAIIIMAI} SYARIL ABDUL RA"'AI(
BERITA DAERAH KAE}UPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2A22 NOMOR.*"g

Salinan sesuai dengart aslinga
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

. SH,LLM

Nip. 1973'0128 20A604 1 009
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